REPUBLIK INDONESIA
I DAFTAR REVISI ANGGARAN YANG DISEBABKAN PENAMBAHAN ATAU

PENGURANGAN PAGU ANGGARAN BELANJA TERMASUK PERGESERAN
RINCIAN ANGGARAN BELANJANYA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 49 /PMK.02/2011 »
TENTANG TATA CARA REVISI

ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2011

KEWENANGAN
No. URAIAN REVISI
PASAL DPR | MENKEU | DJA | DJPBN|KPA
1. |Perubahan anggaran belanja karena| FPasal38 v
adanya kelebihan realisasi PNBP di atas| ayat (1)
target yang direncanakan dalam APBN. huruf a
2. |Perubahan anggaran belanja karena Pasal 38 ¥
adanya lanjutan pelaksanaan Kegiatan ayat (1)
yang dananya bersumber dari PHLN| hurufb
dan/atau PHDN.
3. |Perubahan anggaran belanja karena Pasal 38 '\’
adanya percepatan penatikan PHLN| ayat (1)
dan/atau PHDN. huruf ¢
4. |Penerimaan hibah luar negeri/hibah Pasal 38 \f
dalam negeri termasuk hibah yang ayat (1).
diterushibahkan  setelah ~ Undang-| hurufd
Undang mengenai APBN Tahun
Anggaran 2011 ditetapkan yang diterima
oleh Pemerintah c.g. Kementerian
Keuangan dan dilaksanakan oleh
Kementerian Negara/Lembaga/
Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik
Negara/ Badan Usaha Milik Daerah. )
5, |Penerimaan hibah luar negeri/hibah| Pasal 42 \J
dalam negeri setelah Undang-Undang| ayal (1)
mengenai APBN Tahun Anggaran 2011] Thurufa
ditetapkan yang diterima dalam bentuk
uang dan dilaksanakan secara langsung
oleh Kementerian Negara/Lembaga.
6. |Perubahan anggaran belanja karena Pasal 40 \!
adanya tambahan Pinjaman Proyek Luar| ayat (2)
Negeri/Pinjaman Dalam Negeri baru| hurufa
setelah  Undang-Undang  mengenai
APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan.
7. |Perubahan anggaran belanja karena Pasal 38 v
adanya pengurangan alokasi PHLN| ayat (1)
dan/atau PHDN. huruf e
8. |Perubahan anggaran belanja Kkarena Pasal 38 v
adanya penggunaan anggaran belanja| ayat (1)
yang bersumber dari PNBP di atas pagu| huruf £
APBN untuk PTN bukan Satker BLU.
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9. |Perubahan anggaran belanja karena| Pasal42 v
adanya penggunaan anggaran belanjaj ayat (1)
yang bersumber dari PNBP di atas pagu| hurufb
APBN untuk Satker BLU.
10. |Perubahan anggaran Delanja karena| Pasal38 l
adanya perubahan parameter dalam| ayat (1)
penghitungan subsidi. huruf g
II. DAFTAR REVISI ANGGARAN DALAM HAL PAGU ANGGARAN TETAP
KEWENANGAN
No. URAIAN REVISI PASAL DPR |MENKEU | DJA | DJPBN | KPA
1. |Pergeseran anggaran belanja dari| Pasal 38 J
BA BUN Pengelola Belanja Lainnya| ayat(1)
(BA 999.08) ke Bagian Anggaran| hurufh
Kementerian Negara/Lembaga.
2. |Pergeseran rincian anggaran belanja| Pasal42 v
antarprogram dalam satu Bagian| ayat(1)
Anggaran untuk memenuhi kebutuhan| hurufc
Biaya Operasional. :
3. |Pergeseran rincian anggaraﬁ belanja| Pasal 41 v
antarkegiatan dalam satu Program| ayat(2)
sepanjang pergeseran tersebut] hurufa
merupakan Hasil Optimalisasi.
4. |Pergeseran rincian anggaran belanja| FPasald42 \[
antarjenis belanja dalam satu Kegiatan ayat (1)
‘ : huruf d
5. |Perubahan volume Keluaran berupa| Pasal44 A
penambahan volume Keluaran dalam{- ayat(l)
satu Keluaran dan/atau antarkeluaran| hurufc
dalam satu Kegiatan dan satu satuan
kerja.
6. |Perubahan volume Keluaran berupa| Pasal38 \(
pengurangan volume Keluaran dalam| ayat (1)
satu Keluaran, dalam satu Kegiatan dan| huruf i
satu Satuan kerja.
7. |Perubahan volume Keluaran berupa| Pasal38 i
penambahan atau pengurangan volume| ayat (1)
Keluaran antarsatuan Kerja sepanjang| hurufj
dalam Kegiatan yang sama dan
digunakan untuk Keluaran yang sama.
8. |Pergeseran rincian anggaran belanja| Pasal42 \(
dalam satu provinsi/kabupaten/kota} ayat (1}
untuk Kegiatan dalam rangka Tugas| hurufe
Pembantuan dan Urusan Bersama, atau
dalam satu provinsi untuk Kegiatan
dalam rangka Dekonsentrasi.
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9, |Pergeseran rincian anggaran belanjaj Pasal42
antarprovinsi/kabupaten/ kota untuk| ayat(l)
memenuhi Biaya Operasional yang| huruff
dilaksanakan oleh unit organisasi di
tingkat pusat maupun oleh instansi
vertikalnya di daerah.

10. |Perubahan anggaran belanja karena Pasal 38
adanya perubahan kurs sepanjang| ayat (1)
perubahan tersebut terjadi setelah huruf k
kontrak ditandatangani.

11. |Pergeseran rincian anggaran belanja| Pasal38
dalam rangka penyelesaian Kegiatan-{ ayat (1)
Kegiatan dalam rangka pembangunan huruf1
infrastruktur ‘serta rehabilitasi dan
rekonstruksi bencana alam tahun 2010.

12. | Pencairan blokir/tanda bintang (*) yang| Pasal 38
dicantumkan oleh Direktorat Jenderal| ayat (1)
Anggaran. huruf m

13. |Pergeseran  anggaran antarprogram Pasal 40
selain untuk memenuhi kebutuhan| ayat(2)
Biaya Operasional. huruf b

14. |Pergeseran anggaran antarkegiatan yang Pasal 40
tidak berasal dari Hasil Optimalisasi. ayat (2)

huruf c

15. |Realokasi anggaran dalam rangka Pasal 41

tanggap darurat bencana. ayat (2)
' huruf b

16. |Pergeseran rincian aﬁggaran belanja| Pasal 40
yang mengakibatkan perubahan Hasil| ayat (2)
Program. huruf d

17. |Penggunaan anggaran yang harus| Pasal40
mendapat persetujuan DPR-RI terlebih| ayat (2)
dahulu. huruf e

18. | Pencairan blokir/tanda bintang (*} yang Pasal 40
dicantumkan oleh DPR-RI termasuk| ayat{(2)
pencairan blokir yang tidak sesuai| - huruff
dengan rencana peruntukan/
penggunaannya,

19. |Pergeseran rincian anggaran belanja| Pasal 40
yang digunakan untuk Program/| ayat (2)
Kegiatan yang tidak sesuai dengan hasil| hurufg
kesepakatan antara Pemerintah dengan
DPR (kesimpulan rapat kerja dalam
rangka APBN.
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20. | Perubahan rincian belanja sebagai akibat| Pasal 42 ¥
dari penyelesaian tunggakan tahun yang| ayat (1)
lalu sepanjang dalam Program yang| hurufg
sama, dananya masih tersedia dan tidak
mengubah Sasaran Kinerja.
21. |Pergeseran rincian anggaran untuk| Pasal42 v
Satker BLU yang sumber dananya| ayat (1)
berasal dari PNBP. huruf h
22, |Pergeseran  antarkomponen  untuk| Pasal44 ¥
memenuhi kebutuhan Biaya| ayat (1)
Operasional. huruf d
23. |Pergeseran antarkomponen dalam satu| Pasal44 ¥
Keluaran sepanjang tidak menambah| ayat (1)
jenis honorarium baru dan besaran| hurufe
honorarium yang sudah ada.
24. |Pergeseran antarkomponen dan| Pasald4 ¥
antarkeluaran dalam satu Kegiatan. ayat (1)
huruf f.
IIL.DAFTAR REVISI ANGGARAN KARENA KESALAHAN ADMINISTRASI
KEWENANGAN
No. URAIAN REVISI PASAL | DPR | MENKEU | DJA [ DJPBN | KPA
1. |Ralat kode akun sesuai kaidah| Pasal42 i
akuntansi sepanjang dalam peruntukan| ayat (1)
dan sasaran yang sama termasuk yang| hurufi
{mengakibatkan perubahan jenis belanja
dan sudah direalisasikan.
2. |Ralat kode  Kantor Pelayanan " Pasal 42 J
Perbendaharaan Negara (KPFN). ayat (1)
huruf i
3. |Perubahan nomenklatur Bagian| Pasal42 \/
Anggaran dan/atau Satuan Kerja| ayat (1)
sepanjang kode tetap. huruf i
4. |Ralat kode nomor register| Pasal42 v
PHLN/PHDN. ayat (1)
huruf i
5. |Ralat kode kewenangan. Pasal 42 v
ayat (1)
huruf i
6. |Ralat kode lokasi. Pasal 42 v
ayat (1)
huruf i
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Pasal 42 J
ayat (1)

huruf i

7. | Perubahan Pejabat Perbendaharaan.

8. |Ralat cara penarikan PHLN/PHDN. Pasal 42 !
ayat (1)

" hurufi

9. |Ralat sumber dana. Pasal 38 N

: ayat (1}
e’ huwruf n

10. [Ralat pencanturmarn volume, jenis, dan| Pasal38 N
satuan Keluaran pada RKA-K/L sesuai| ayat (1)
dengan dokumen RKP atau hasil{ hurufn

kesepakatan DIR.
11. |Perubahan kode dan nomenklatur| Pasal 38 +
Satuan Kerja. ayat (1)
hwufn
12. Ralat rﬁmusan Keluaran. Pasal 38 - N
ayat (1)
hurufn
13. |Ralat ramusan selain  rumusan| Pasal 38 +
Keluaran. ayat~(1)
hurufn

MENTERI KEUANGAN,
ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Salinan sesuai dengan aslinya







LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI  KEUANGAN

NOMOR 49/PMK.02/2011
MENTEFIl IEUANGAN TENTANG TATA CARA  REVISI

REPUBLIIK INDONESIA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2011

ALUR DOKUMEN DAN PROSES REVISI ANGGARAN
PADA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Prosas penclaghon unt manilal &

-
-~
Usul Revis! = fubstanst revisd, alasan atau doecar -~
K/L Anggaran Faliijalean:
{Eselon 1 @ {Revisi RKA-K/L) @ DJA :) = Repatuhan thd panarapan standar
Sbg KPA) e Doy <tan awaoran onil ceet:
——.

" Dakuman » Faluvanst v pancaraian sasatan
pendukung I Linarja. y,
} . -
4 '

Cetak
Konsep DIPA
visi

T ADR

| K/J RKA-HI

J e o - -

% harl
Fonetapan SUIDE baria
Pambaritahitan e

Penvlokan Revisi
Anggaran
[Revisl RRA-K/L

Ul

7
Penatapon Revisi ’
Anggoaran -
—————— IRKA-K/L Revisi) -

Keterangan:
1. KPA menyiapkan usulan-usulan Revisi Anggaran yang akan diajukan ke DJA.

2.  KPA menyampaikan usulan Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/L) kepada DJA yang
dilengkapi dengan dokumen pendukung. :

3. DJA melakukan penelashan untuk menilai wusulan revisi Kementerjan
(o Negara/Lembaga (K/L). ' '

| 4. Setelah melakukan penelaahan DJA memberikan persetujuan atau penolakan
{ terhadap usulan revisi anggaran.

5. Jika usulan Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/L) ditolak akan ditetapkan’ Surat
| : Pemberitahuan Penolakan Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/L).

6a. Jika usulan Revisi Anggaran (Revisi RKA-KL) disetujui, akan ditetapkan Surat
Penetapan RICA-K/L Revisi (SP RKA-K/L Revisi) yang disampaikan ke KPA.

6b. SP RKA-KL Revisi disampaikan juga oleh DJA ke DJPBN.
7. Berdasarkan SP RKA-KL Revisi, KPA menyusun dan mencetak Konsep DIPA Revisi. °

KPA menyampaikan Konsep DIPA Revisi bersama Arsip Data Komputer (ADK)
RKA-K/L kepada DJPBN.

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEUANGAN,
” : ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDQJO
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LAMPIRAN IIT
PERATURAN MENTERI  KEUANGAN
NOMOR 49/PMK.02/2011°
TENTANG TATA CARA  REVISI
ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2011

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ALUR DOKUMEN DAN PROSES REVISI ANGGARAN
YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DPR RI

(Re
N ’""b;kum en dan keveaj aranunit cost;
ﬂ\ pendukung « Relevansidgn pencapalan sasarankinerfa.

Proses penelaahan unt menllal:

Usul Revlsi « Substansrevisi, alasan atau dasar
Anggaran @L:: DiA @:’/ keblfakan;
visi RKA-K/L)- Y|« kepatuhanthdpenerapanstandarblaya

K/L

(Eselont |(Dr"

shgKPA)

&

©)
Penetapan Surat )
Pembaeritahuon
Penolakan Revisi <,_”_':
Anggaran

{Rovisi RKA-K/L) _ .

U
st > (=@ (= <:®

Panetapan Revist
Anggaran [::3‘ DJPBN
{RKA-K/L Revisl}

Keterangan:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyiapkan usulan Revisi Anggaran
(Revisi RKA-K/L) yang akan diajukan dan memerlukan persetujuan DPR RIL.

2 Usulan Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/L) disampaikan kepada Direktur Jenderal
Anggaran (DJA) beserta dokumen pendukung.

DJA melakukan penelaahan dan rmenilai usulan revisi yang diajukan KPA.

4. Berdasarkan proses penelaahan dan penilaian, DJA memberikan persetujuan atau
penolakan terhadap usulan revisi KPA.

5. Jika berdasarkan penelaahan dan penilaian usulan revisi ditolak akan ditetapkan
Surat Pemberitahuan Penolakan Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/L) dan
menyampaikannya ke KPA.

6. Jika berdasarkan penelaahan dan penilaian usulan revisi disetujui akan disampaikan

ke Menteri Keuangan (Menkeu) untuk memperoleh persetujuan .

Jika Menkeu menolak usulan revisi akan ditetapkan Surat Pemberitahuan Penolakan
Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/ L) dan menyampaikannya ke KPA.

Jika Menkeu menyetujui usulan revisi akan diteruskan ke DPR-RI untuk
memperoleh persetuiuan revisi.
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7 DPR-RI ‘akan memeriksa usulan Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/L) dan
memberikan petsetujuan atau penolakan terhadap usulan revisi. Jika ditolak usulan
. revisi akan ditetapkan Surat Pemberitahuan Penolakan Revisi Anggaran (Revisi

RKA-K/L) dan menyampaikannya ke KPA.

8a. Jika DPR-RI menyetujui usulan revisi akan ditetapkan Revisi Anggaran
(RKA-K/L Revisi) dan disampaikan ke KPA,

8h. RIKA-K/L Revisi hasil penetapan DPR-RI juga disampaikan ke DJPBN.

MENTERI KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

tcd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO




LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI  KEUANGAN

Nomor 49/PMK.02/2011

ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2011

MENTERI KEUANGAN
AEPUBLIIC INDONESIA

ALUR DOKUMEN DAN PROSES REVISI ANGGARAN
YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN MENTERI KEUANGAN

Prosas penelaahan unt menilal:

) Usul Rev » Substans! revlsl, alasan atau dasar
K/L IRevis| kebljakan;

' At
{Eselon | ®E‘J> (Revi;ngT(t::(/L]g @::> DJA @E_‘_> = Kepatuhan thd penarapan standar

shg KPA) blaya dan kevsajaran unit cost;

— ——

. S Tohumen » Retevansi dgn pencapalan sasaran
péndukung ldnerfa.
Penatapan Surat | X
Pemberitahuan . - \\.
Penolakan Revlsi @/ A ~.
. Anggaran <:] Setuju? 7
: {Revisl RKA-K/L) g
' I

Penatapa / ” \
Rev!sFAngg:ran ¢:|®/\ SEtLFjU?. > <:___']® Menkeu
{REA-K/L Revisi) \\//,/

o

s

Keterangan:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyiapkan usulan Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/L)
yang akan diajukan dan membutuhkan persetujuan Menteri Keuangan (Menkeu).

2. Usulan Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/L) disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran
(DJA) beserta dokumen pendukung.

DJA melakukan penelaghan dan menilai usulan revisi yang diajukan KPA.

4. Berdasarkan proses penelaahan dan penilaian DJA memberikan persetujuan atau penolakan
terhadap usulan revisi KPA.

5. Jika berdasarkan penelaahan dan penilaian yang dilakukan DJA usulan revisi ditolak, akan
ditetapkan Surat - Pemberitahuan Penolakan Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/L)
dan menyampaikannya ke KPA.

6. Jika berdasarkan penelaahain dan penilaian DJA usulan revisi disetujui akan disampaikan ke
Menkeu untuk memperoleh persetujuan . -

Jika Menkeu menolak usulan revisi akan ditetapkan Surat Pemberitahnan Penolakan Revisi
Anggaran (Revisi RKA-K/L) dan menyampaikannya ke KPA.

6a. Jika Menkeu menyetujui usulan revisi anggaran (Revisi RKA-K/L), akan ditetapkan Surat
Penetapan RKA-K/L Revisi (SP RKA-K/L Revisi) dan disampaikan ke KPA.

6b. SP RKA-K/L Revisi hasil penetapan Menkeu juga disampaikan ke DJPBIN.

MENTERI KEUANGAN,
ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

TENTANG TATA CARA REVIST |



LAMPIRAN V
PERATURAN MENTER!  KEUANGAN
NoMmorR 49 /PMK.02/2011
-TENTANG  TATA CARA  REVISI
ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2011 -

MENTERE KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ALUR DOKUMEN DAN FROSES REVISI ANGGARAN
PADA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN/
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Cetak g T - \
Rem;'?:g:“ Revist Anggaran I’ o "
aran {Konsep Revis!
O reust (O T owea) (e | oies

RKA-Satker)

(i Ry

Delaiman
pendukung

Penetapan Surat
Pemberitahuan
Penolakan Revist
Anggaran
{Revlsl DIPA}

penel‘mh\n
. | -
I 7

Sharl
Terfa

_f

Revis]

! Anggaran
l (DIPA Revisi

e o

Keterangan:

1. KPA menyiapkan usulan-usulan Revisi Anggaran dan melakukan Revisi Anggaran
(Revisi RKA- Satker) :

2. KPA berdasarkan Revisi RKA-Satker, mencetak Revisi Anggaran (Konsep Rev151 ‘
DIPA) dan menyiapkan Dokumen Pendukung dan ADK RKA- Satker. )

3. KPA menyampaikan Konsep Revisi DIPA kepada DJPBN beserta Dolumen
Pendukung dan ADK RKA-Satker.

4. DJPBN melakukan penelaahan dan memberikan persetu]uan atau penolakan
terhadap usulan revisi.

5 Jika berdasarkan penelaahan usulan revisi ditolak, akan ditetapkan
Surat Pemberitahuan ~Penolakan Revisi Anggaran (Revisi DIPA) dan
menyampaikannya ke KPA. . '

6. Jika berdasarkan penelaahan usulan revisi disetujui, dilakukan pengesahan
DIPA Revisi dan disampaikan ke KPA .

7. KPA berdasarkan Pengesahan DIPA Revisi mencetal POK hasil revisi.

Sali g '
alinan sesuai en an aslmya MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDQJO
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PERATURAN MENTER{ KEUANGAN
NoMOR 49/PMK.02/2011
TENTANG TATA CARA  REVISI
ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2011

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIIC INDONESIA

ALUR DOKUMEN DAN PROSES REVISI ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA OLEH PENGGUNA ANGGARAN /
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

-

Melakukan . .
Revls! Anggaran - OIPA
{RKA-Satker)
@C:) sesual dengan @:) herubah |:>
. kewenangannya ?/-/

i T

Revis] Anggaran
Cetak POK

{Konsep DIPA
Ravisl)

/z
/()
i /
i ’

Satker

Fa

/

| - ——— i N
I “Pengesahan ' 1
Revisi )
| Anggaran | {_ l@ " DIPBN I
; {DIPA Revisi r
l e y h-\ ,

v = - - GHAM S ot e o o o -

. Jarla f

tanr™

Keterangan:

1. KPA menyiapkan Revisi Anggaran dan dan melakukan Revisi Anggaran
(Revisi RKA-Satker) sesuai kewenangannya. '

2. KPA berdasarkan Revisi RICA-Satker memeriksa apakah Revisi Anggaran
(Revisi RICA-Satker) menyebakan perubahan DIPA.

2a. Jika tidak terjadi perubahan DIPA, KPA mencetak POK dan menyampaikan ke
DJPBN beserta ADK RKA-Satker.

3. Jika Revisi Anggaran (Revisi RICA-Satker) menyebabkan perubahan DIPA,
KPA mencetak Konsep DIPA Revisi dan menyampaikannya ke DJPBN berserta ADK
RIKA-Satker.

4. Berdasarkan Konsep.DIPA Revisi dan ADK RICA-Satker DJPBN memeriksa dan
melakukan pengesahan DIPA Revisi.

5. DIPA Revisi yang telal disalikan disampaikan kembali ke KPA. .
6. Berdasarkan DIPA Revisi yang telah disahkan KPA mencetak POK.

MENTERI KEUANGAN,
ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO







LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI  KEUANGAN
noMor 49/PMK.02/2011
TENTANG TATA CARA  REVISI
ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2011

MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

I. ALUR PERUBAHAN DATABASE AKIBAT REVISI =~ ANGGARAN
PADA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

K/L DJA DJPBN

KANPUS KANWIL KPPN
ADK
Re?.'!sl —®_*

3 o
RKA-

Eselon |

ADK SP

DB {

RKAKL | |

ADK RKA- Revis|
KL Revist | | )

Satker
Pusat

Revisl| ADK
DIPA || Revist ||
4b DIFA

Bersama

A Lo
(e

Satker
Daerah

Revisi|| ADK
DIPA || Revist |}
DIPA

( Keterangan:

1.

2a.

2b.

4a.

4b.

Bselon I pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) mengirimkan ADK
Revisi RKA-K/L untuk dilakukan penelaahan pada DJA.

Setelah Revisi RKA-K/L ditetapkan (SP-RKA-K/L), data RKA-K/L diunggah
(di-upload) ke Database bersama oleh DJA.

ADK Revisi RKA-K/L yang telah ditetapkan oleh DJA, dikirimkan kembali kepada
Eselon I K/L sebagai bahan Revisi DIPA.

DJPBN mengambil data RKA-K/L dari Database bersama, sebagai bahan
pencocokan dan penelitian Revisi DIPA yang diajukan oleh satker pusat maupun
daerah.

Eselon I K/L menyampaikan ADK Revist RKA-K/L yang telah ditetapkan oleh DJA
kepada satker kantor pusat sebagai bahan penyusunan Revisi DIPA.

Eselon I K/L menyampaikan juga ADK RKA-K/L yang telah ditetapkan oleh DJA
kepada satker daerah sebagat bahan penyusunan Revisi DIPA.

Satker kantor pusat menyampaikan usul pengesahan Revisi DIPA beserta ADK-nya
kepada Kantor Pusat DJPBN.
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Kantor Pusat DJPBN menerbitkan dan mengirimkan DRA beserta ADK-nya kepada
Kantor Wilayah DJPBN berdasarkan RKA-K/L yang ditetapkan oleh DJA

(SP-RKA-K/L).
Satker daerah menyampaikan usul pengesahan Revisi DIPA beserta ADKmya
kepada Kantor Wilayah DJPBN.

Setelah Revisi DIPA. disahkan oleh Kantor Wilayah DJPBN, data revisi ditransfer ke
Database Kantor Pusat DJPBN. )

ADK Revisi DIPA yang disahkan oleh Kantor Wilayah DJPBN, disampaikan kepada
KPPN.

Database Bersama di-update berdasarkan Data Revisi DIPA yahg disahkan oleh
Kantor Pusat/Kantor Wilayah DJPBN.

ADK Revisi DIPA yang disahkan oleh Kantor Pusat DJPBN, disampailan kepada
KPPN. |

Database DJA di-update berdasarkan Database Bersama.
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II. ALUR PERUBAHAN DATABASE AKIBAT REVISI ANGGARAN PADA DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN

K/L DJA © DJPBN

KANPUS KANWIL KPPN

DB DB
DB
w
53 (22

BERSAMA DB
DJPB @

Satker
Pusat

Revisi| ADIC ) y
DIPA | Revisi || @
DIPA

Satker
Daerah

Revisi| ADXK
DIPA | Revisi ||

DIPA

Keterangarn:

la.

1b.

2a.

2b.

Jda.

3b.

Satker kantor pusat menyampaikan usul pengesahan Revisi DIPA beserta
ADK-nya kepada Kantor Pusat DJPBN.

Satker daerah menyampaikan usul pengesahan revisi DIPA beserta ADK-nya
kepada Kantor Wilayah DJPBN.

Getelah DIPA satker daerah disahkan oleh Kantor Wilayah DJPBN, data revisi
ditransfer ke Database Kantor Pusat DJPBN.

ADK Revisi DIPA yang disahkan oleh Kantor Wilayah DJPBN, disampaikan
kepada KFPN.

Database Bersama di-update berdasarkan Data Revisi DIPA yang disahkan oleh
Kantor Pusat/Kantor Wilayah DJPBN.

ADK Revisi DIPA yang disahkan oleh Kantor Pusat DJPBN, disampaikan kepada
KPPN.

Database DJA di-update berdasarkan Database Bersama.
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III.ALUR PERUBAHAN DATABASE AKIBAT REVISI ANGGARAN PADA
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KANPUS KANWIL|  KPPN

- . -
' DB DB
DA DJPBN ’
(3a) 2
19 ¢
(4)

Satker
Pusat

%@ Ga) | >
DB
= Ut re

ADK '
‘ @

Revisi

Satker

__Daerah
ADK.
POK
Revisi

Keterangan:

1a.

Satker kantor pusat menyampaikan ADK POK revisi kepada Kantor Pusat
DJPBN.. .

1b. Satker daeral menyampaikan ADK POK revisi kepada Kantor Wilayah DJPBN.
2a. Data POK revisi satker kantor pusat ditransfer ke Database Kantor Pusat DJPBN.
2b. ADKPOK revisi satker daerah, disémpaikan kepada KPPN.
3a. Database Bersama di-update berdasarkan Data POK revisi satker kantor
pusat/daerah. .
3b. ADKPOK revisi satker kantor pusat, disampaikan kepada KPPN.
4, Database DJA di-update berdasarkan Database Bersama.
Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEUANGAN,

ted.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



